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ABSTRAK 

 

Fatmawati, S.H. Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus Perceraian 
Akibat Murtad. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Trunojoyo 
Madura. 140121100010. 
 

Ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan 

Agama menegaskan bahwa kewenangan peradilan agama terbatas pada 

perkara-perkara yang terjadi antara umat Islam di Indonesia seputar perkawinan, 

Perceraian, shadaqah, infaq, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. 

Pengaturan tersebut berimpilikasi pada ketentuan yang boleh berperkara di 

pengadilan agama hanyalah orang Islam (asas personalisasi). Pada 

kenyataannya, praktik yang sering ditemui di peradilan agama ialah kegiatan 

memutus perceraian akibat murtad. Tentu hal tersebut bertentangan dengan 

asas personalisasi yang melekat pada peradilan agama. Penelitian ini penting 

guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan peradilan agama tersebut 

telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku demi menjamin kepastian 

hukum pihak-pihak yang berperkara dalam persoalan perceraian akibat murtad. 

kajian ini menggunakan metode penelititian hukum normatif yang berhasil 

mengidentifikasi persoalan bahwa peradilan agama berwenang memutus dan 

menyelesaikan perkara perceraian akibat murtad. Dasar hukum yang dijadikan 

sumber kewenangan oleh peradilan agama ialah Yurisprudensi Putusan MA No. 

726 K/Sip/ 1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional MK RI tahun 2005 bagian C 

Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatatakan bahwa status hukum yang 

dipakai dalam perkara perceraian akibat murtad ialah saat dilakukannya 

perkawinan, bukan saat dilakukannya perceraian. 

Kata Kunci : Kewenangan, Perceraian, Murtad, dan Peradilan Agama. 
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ABSTRACT 

Fatmawati, S.H. The Competence of Religious Courts in Adjudicate the 

Case of Divorce due to Apostasy. The Study Program Magister of Legal 

Science, University Of Trunojoyo Madura. 140121100010. 

The provisions of Article 49 of Indonesia regulations No. 3 of 2006 on the 

Religious Court affirmed that the authority of religious courts is limited to those 

cases that occur among Muslims in Indonesia regarding marriage, divorce, 

sadaqah, infaq, testament, hibah, zakat, waqf and Islamic economic, Such 

arrangements may implicated the provisions litigant in court religion is Muslim 

(principle of personalization). In fact, the practice is common in religious courts 

decide divorce activity is due to apostasy. Of course it is contrary to the principle 

of personalization inherent in religious courts. This study is important to ensure 

that the actions carried out the religious courts in accordance with applicable laws 

and regulations in order to ensure legal certainty litigant parties in matters of 

divorce due to apostasy. This study uses the normative legal research bee a 

succes to identify problems that religious courts authorized to decide and finalize 

their divorce case due to apostasy. The legal basis is used as a source of 

competence by the religious court is ruling MA Jurisprudence No. 726 K / Sip / 

1976 and the results of the National Working Meeting MA RI 2005 C Field 

Badilag part number 3 letter (a), which stated that it `was the legal status used in 

a divorce case is due to lapsed time of the marriage, not the time of the divorce. 

Keywords:  Competence, Divorce, Apostasy and Religious Courts.
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RINGKASAN 

 

Penelitian ini berjudul “Kewenangan Peradilan Agama dalam Memutus 

Perkara Perceraian Akibat Murtad”. Penulisan tesis ini tidak mungkin dapat 

terselesaikan tanpa bimbingan dari Dr. Uswatun Hasanah, S.H.,M.H, selaku 

Pembimbing Utama, dan Dr. Murni, S.H.,M.H. selaku Pembimbing Kedua. 

Ide penulisan tesis ini dimulai saat banyaknya perkara perceraian di 

pengadilan agama yang diakibatkan oleh murtad. Orang yang murtad berarti 

telah keluar dari Islam, atau dengan kata lain dapat disebut sebagai orang non-

Islam. Sementara itu, dengan asas persoanalisasinya, pengadilan agama hanya 

menangani perkara-perkara seputar pernikahan, perceraian, zakat, hibah, infaq, 

shadaqoh, wakaf, dan ekonomi syari’ah, bagi orang-orang yang beragama Islam, 

sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Peradilan Agama. Berdasarkan ketentuan ini, pihak-pihak yang bisa 

berperkara di lembaga peradilan ini hanyalah orang-orang yang beragama Islam, 

sementara orang-orang yang tidak beragama Islam semestinya tidak boleh 

berperkara di pengadilan agama. 

Dasar pemikiran di atas yang mengilhami dilakukan penelitian dalam tesis 

ini, dengan fokus kajian permasalahan seputar 1) Apakah murtad dapat menjadi 

alasan putusnya suatu perkawinan?; 2) Apakah Peradilan Agama berwenang 

dalam memutus perkara perceraian dengan alasan murtad?. Tesis ini bertujuan 

untuk mencari tahu kebenaran dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia 

tentang murtad yang dijadikan alasan oleh para pihak dalam melakukan perkara 

perceraian di pengadilan agama. Sedangkan tujuan berikutnya ialah ingin 

memastikan bahwa praktik penyelesaian perkara perceraian akibat murtad oleh 

pengadilan agama telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Kepastian terhadap kewenangan tersebut tentu berimplikasi pada 

kepastian hukum para pihak yang berperkara di pengadilan agama tersebut. 

Bagian selanjutnya diuraikan mengenai definisi serta konsep dari 

perceraian, murtad, dan peradilan agama. Keseluruhan uraian tentang tiga 

komponen tersebut merupakan langkah agar pelaksanaan penelitian ini berjalan 

secara mudah karena konsepsi terkait ketiganya telah dipahami sebelumnya. 
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Uraian ketiga konsep di atas juga dimaksudkan agar para pembaca merasa 

mudah dalam memahami konsep-konsep yang dimaksud dalam penelitian ini. 

Materi yang disajikan pada bagian selanjutnya ialah mengenai hasil 

penelitian dan pembahasan. Pembahasan pertama membahas dan menganilis 

tentang murtad yang dijadikan alasan dalam perceraian. Permasalahan ini 

dianilis dengan dasar hukum Islam yang diwakii oleh pandangan ulama’-ulama’ 

madzhab (madzaahibi al-arba’ah), yang mayoritas berpendapat bahwa murtad 

dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan. Sementara menurut KHI, murtad 

bisa dijadikan alasan putusnya perceraian jika disertai oleh perselisihan dan 

pertengkaran dalam keluarga, sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf a KHI. 

Sementara terkait kewenangan pengadilan agama dalam memutus 

perkara perceraian akibat murtad, pada dasarnya pengadilan agama berwenang 

dalam menyelesaikan perkara tersebut. Dasar kewenangannya bersumber dari 

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 726 K/Sip/ 

1976 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada 

tahun 2005 bagian C Bidang Badilag angka 3 huruf (a), yang menyatakan bahwa 

pengadilan agama berwenang memutus perkara perceraian akibat murtad 

dengan alasan bahwa status hukum yang dilihat ialah saat dilangsungkannya 

perkawinan, bukan saat berlangsungnya perceraian. Disamping kedua dasar 

hukum di atas, dasar lain yang bisa dipakai ialah bahwa kebiasaan hukum yang 

dilakukan pengadilan agama telah lama menyelesaikan perkara perceraian 

akibat murtad. Kebiasaan hukum tersebut bahkan telah dipraktikkan jauh 

sebelum Indonesia merdeka, sekalipun keberadaannya tidak seformal saat ini. 

Pada akhirnya rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini ialah 

bahwa ketentuan tentang murtad dan akibatnya terhadap perkawinan sebaiknya 

diatur dalam UU perkawinan. Di samping itu, dasar hukum kewenangan 

pengadilan agama harus diatur secara terperinci, tegas, dan lugas dalam UU 

perkawinan dan/atau UU peradilan agama, sehingga tidak menimbulkan 

beragam persoalan terkait kewenangannya. 

 

 


